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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
pemerintah desa dalam kebijakan peralihan fungsi lahan yang telah diatur 

pemerintah daerah, pemerintah desa tidak bisa sepihak memberikan terkait 

perizinan pendirian suatu bangunan di lahan hijau, sebagai penyelenggara 

pemerintahan di desa pemerintah dalam proses terjadinya peralihan fungsi lahan 

akan melakukan pendampingan jual beli dan juga pemfasilitasan terkait kegiatan 

PTSL. Dalam bentuk proses pembinaan bagi masyarakat sosialisasi digunakan 

oleh pemerintah desa sebagai wadah penyaluran informasi terkait bagaimana 

kondisi wilayah serta penggunaan tanah. Pemerintah desa dalam melaksanakan 

pemberdayaan bagi masyarakat menunjukkan adanya partisipasi pemerintah desa 

janti terkait dengan dampak yang terjadi atas adanya peralihan fungsi lahan. 

Beerdasarkan dari kelima aspek yang ada dalam analisis peran pemerintah desa 

menurut teori peran yang dikemukakan oleh Bidlle dan Thomas pemerintah desa 

sudah melakukan perannya dengan baik. Dengan harapan yang dikemukakan oleh 

pemerintah desa dan juga adanya norma yang mengatur terkait kebijakan yang 

dilakukan pemerintah melalui wujud perilaku yang nyata atas adanya harapan 

pemerintah desa terkait peralihan lahan pemerintah desa mampu memberikan 

pendampingan dan juga Kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah desa 

dalam terjadinya fenomena tersebut menjadikan pemerintah desa janti lebih 

mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat kedepannya
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Pemerintah desa janti juga mampu memberikan dampak yang positif bagi 

keberlangsungan hidup masyarakat desa, hal ini ditujukan dengan program 

program yang mampu menunjang taraf hidup masyarakat desa terdampak 

peralihan lahan. Dapat diketahui pula harapan masyarakat desa terkait dengan 

program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa kedepannya adalah agar 

pemerintah desa memberikan prasarana yang lebih akan kebutuhan petani 

kedepannya. 

5.2 Saran 

 
1. kepada pemerintah   Desa agar sosialisasi dan juga pemeliharaan 

tanah zona hijau tetap dilaksanakan dikarenakan semakin berkembang zaman 

kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat. Diharapkan pula pemerintah desa 

mampu mempertahankan peran yang dijalani. 

2. Kepada Masyarakat desa Janti yang terdampak agar selalumenjaga 

dan taat kepada agenda yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa janti sebagai 

suatu bentuk kepedulian aparatur pemerintah desa terhadap masyarakatnya. 

3. Pemberian fasilitas kegiatan pertanian oleh pemerintah desa harus 

tetap dijalankan dengan baik dan dipertahankan karena dengan hal itu 

kemungkinan para petani serta pemilik lahan sawah untuk menjual tanahnya akan 

menjadi minim. 
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